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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR   10     TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR KOORDINASI  KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA  KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
: a. 
bahwa dengan telah  terbentuknya Kota Bima sebagai Daerah Otonom sesuai dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002  dan dalam rangka pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ; 

b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang keluarga berencana  perlu ditetapkan struktur organisasi yang fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Mengingat   
:
1.
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

2. 
Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448 ) ;

3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme      ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118 ) ;

6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom            ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural      ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil   ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 ) ;

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan  Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,  Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Susunan Organisasi    Perangkat     Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5).  

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  KANTOR       KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah ialah Kota Bima.

b. Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah beserta Perangkat  Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.

c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif  Daerah Kota Bima.

f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.

g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.

h. Kantor adalah Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Bima.

BAB II

ORGANISASI KANTOR KOORDINASI KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA 

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Kantor  terdiri dari : 

a. Kepala Kantor

b. Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Kependudukan, Pelaporan dan Pengolahan Data

d. Seksi Keluarga Berencana

e. Seksi Pembangunan Keluarga Sejahtera

f. Unit Pelaksana Teknis ( UPT )

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2)
Bagan Struktur Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah  ini dan merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama 

KANTOR KOORDINASI KELUARGA BERENCANA 

DAN KELUARGA SEJAHTERA 

Pasal 3

Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan  tugas, memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  mempunyai fungsi:

1. Pelaksana kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 

2. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

3. Penyusunan Anggaran Kantor.

4. Pelaksanaan evaluasi penilaian dan penyusunan laporan dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

5. Penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga.

6. Penyelenggaraan program kesehatan reproduksi.

7. Penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

8. Penyelenggaraan program penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga berencana.

9. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah / LSM Swasta dan masyarakat dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

10. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketata usahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

11. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Kantor yang meliputi urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,  Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pelaksana Koordinasi Perencanaan dan pengelolaan keuangan.

b. Pelaksana Urusan Ketata Usahaan, kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c. Pelaksana pelayanan teknis administrasi kepada unit kerja dilingkungan kantor. 

d. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum di lingkungan kantor.

e. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan.

f. Pelaksana tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

SEKSI KEPENDUDUKAN PELAPORAN                                                                                  DAN PENGOLAHAN DATA

Pasal 7

Seksi kependudukan, pelaporan dan pengolahan data mempunyai tugas menghimpun, mengolah data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, melakukan pelayanan informasi program, melakukan evaluasi kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.  

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Seksi Kependudukan, Pelaporan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :  

a. Pelaksanaan pengelolaan data, pengelolaan teknologi data kependudukan,  keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi program kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistis data kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

c. Pelaksanaan advokasi dan penyebarluasan informasi program kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat

SEKSI KELUARGA BERENCANA

Pasal 9

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana diwilayah Kota Bima. 

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. 
Pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi pemberian jaminan pelayanan Keluarga Berencana, penanggulangan kesehatan reproduksi.

b. 
Pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi, pemberian jaminan pelayanan Keluarga Berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

c.
Melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi termasuk penentuan kelayakan tempat pelayanan swasta dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

d. Pelaksanaan bimbingan dan monitoring pelaksanaan Keluarga Berencana, pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi, pemberian jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Penanggulangan kesehatan reproduksi.

e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

SEKSI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 11

Seksi Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 
Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan mutu produk, UPTKS, peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat melalui institusi.

b. Pengendalian penyelenggaraan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, pembinaan dan peningkatan mutu produk UPTKS, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat melalui insitusi.

c. Melakukan evaluasi pengendalian penyelenggaraan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga pembinaan dan peningkatan mutu produk UPTKS, serta peningkatan ,kualitas lingkungan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat melalui institusi.

d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Pemerintah Daerah Kota Bima sesuai dengan ketentuan Peraturan                  Perundang – undangan yang berlaku. 

 Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

(3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang belaku.

(4) Dalam melakukan tugas pengelolaan administrasi jabatan fungsional dilingkungan Kantor Koordinasi Keluaraga Berencana dan Keluarga Sejahtera di wilayah Kota  Bima dapat dibentuk tim kerja administrasi jabatan fungsional di Daerah.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara teknis administrasi dikoordinasikan dan dibina oleh Sub Bagian Tata Usaha Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Bima. 

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT )

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas memimpin dan menyiapkan rencana operasional program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diwilayah Kecamatan serta membina dan melakukan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain di wilayah Kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bima.

Pasal 17

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

              Ditetapkan di Raba – Bima

              Pada tanggal   7 Juli  2004                   

WALIKOTA,

ttd

  M. NUR. A. LATIF
Diundangkan di Raba – Bima 

Pada tanggal   7 Juli   2004                

SEKRETARIS DAERAH,

    H. USMAN. AK.

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN  2004

NOMOR   46   SERI
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